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ABSTRAK

Perkembangan bidang pertanahan merupakan hal krusial bagi masyarakat
Indonesia seperti tempat mata pencaharian, menyiapkan bangunan, serta tempat
tinggal. Untuk itu dibentuklan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanan
kebijakannya menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Dan  Penyelesaian Kasus Pertanahan yang diperkuat oleh Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN. Meiode penulisan skripsi ini
met.lggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang bersumber
dari data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian
normatif ini disandingkan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu metode
yang bersumber dari data-data primer dengan menggunakan metode wawancara.
Permasalahan yang akan dibahas dalam skrisi ini ialah faktor penyebab terjadinya
sengketa tanah sertipikat ganda serta bagaimana peran BPN dalam penyelesaian
kasus scngketa tanah sertipikat ganda. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa faktor
penyebab scugketa tanah terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu aspek kantor pertanahan
dan aspck miasyarakat serta peran BPN sebagai mediasi dalam penyelesaian
scngkeia tanai sertipikat ganda mnelalui jalur litigasi maupun non litigasi sesuai
Peratuian Menteri ATR/Kepala BPN RI No,21 Tahun 2020 Tentang Penanganan
dan Penveleasion Kasus Pertanahan.

Kcta Zanel : BPN, Sengketa, Sertipikat Ganda, BPN, Tanah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Semenjak dahulu tanah amat akrab hubungannya dengan kehidupan orang
tiap harinya serta merupakan keinginan hidup orang yang pokok seperti halnya
orang hidup, berkembang biak, dan melaksanakan kegiatan di atas tanah, bisa
dikatakan hampir seluruh aktivitas hidup orang serta insan hidup yang lain
berkaitan dengan tanah. Tiap orang membutuhkan tanah tidak hanya dalam
masa hidupnya saja melainkan pada saat meninggal juga orang menginginkan
tanah untuk tempat penguburannya.!

Pada dasarnya bagi manusia mengenai kehidupan dan bertahan hidup, tanah
merupakan komponen yang sangat penting. Negara Indonesia adalah negara
agraris atau kepulauan, tanah faktanya mempunyai kedudukan berarti untuk
setiap orang, untuk negeri serta pembangunannya tanah jadi modal dasar untuk
penyelenggaraan kehidupan bernegara serta untuk menciptakan sebesar-
besarnya kelimpahan orang. Oleh sebab itu dengan perannya yang begitu terkait
mengenai kepemilikan, penggunaan, ataupun pemakaian tanah?

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih lanjut
menjelaskan tentang pengertian tanah, atas dasar hak menguasai negara.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya berbagai

! Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Jakarta
: Pt Raja Grafindo Persada, 2005, him 1.

2 Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk, ‘“Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap
SertipikatGanda Di Badan Pertanahan Nasional”, Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 1, 2020,
hlm 154-155.



macam hak atas permukaan tanah, bumi disebut tanah, yang dapat diserahkan
dan dimiliki oleh banyak orang baik sendiri maupun bersama-sama baik orang
lain atau badan hukum. Oleh karena itu, permukaan bumi inilah yang dimaksud
dengan “tanah” yang terdapat dalam Pasal 4 UUPA.

Hak- hak yang muncul di atas hak permukaan bumi yang dikatakan sebagai
hak atas tanah tercantum bagunan ataupun benda yang ada diatasnya yaitu suatu
perkara hukum. Perkara hukum yang diartikan ialah yang berkenaan dengan
peraturan yang mengatur hubungan antara pemilik hak dengan tanah dan
bangunan.’Berhubungan dengan sebutan agraria, UUPA memiliki 2 penafsiran
yaitu dalam artian yang luas serta dalam artian yang kecil. Penafsiran agraria
dalam arti yang luas mencakup alam, air serta ruang angkasa yang terdapat pada
Pasal 1 Ayat ( 2) UUPA. Sebaliknya penafsiran agraria dalam arti yang sempit
hanya menata permasalahan tanah yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) UUPA.

Menurut A. P. Parlindungan menjelaskan bahwa terdapat pada Pasal 1 Ayat
(2 ) UUPA telah menyebarkan penafsiran dalam artian yang luas, yakni alam,
air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya Parlindungan menjelaskan mengenai penafsiran agraria dalam
artian yang sempit yaitu menerangkan mengenai bentuk hak atas tanah atau
pertanian saja. Dalam UUPA menggambarkan komponen agraria yang luas,
seperti alam, air, ruang, dan kekayaan alam.* Penjelasan mengenai agraria

meliputi permukaan bumi beserta yang berada didasar air, semuanya termasuk

3 Muwabhid, Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia, Surabaya: UIN SA Press,
2016, him 4.
4 Ibid., hlm, 2-3.



pada Pasal 1 Ayat (4) juncto Pasal 4 ayat (1) UUPA. Oleh karena itu, pengertian
“tanah” mencakup baik dataran alam yang berada di darat maupun yang berada
di bawah air, termasuk air laut. Dalam UUPA membagikan uraian mengenai
unsur- unsur agraria dalam aspek luas ialah alam, air, ruang angkasa, serta
kekayaan alam yaitu sebagai berikut :
a) Hukum tanah, kesanggupan atas tanah dan permukaan bumi
b) Hukum air, yang menata hak- hak kemampuan atas air
c) Hukum pertambangan, mengatur hak kepemilikan atas bahan galian yang
disebutkan dalam UU Pokok Pertambangan.
d) Hukum perikanan, mengatur tentang hak atas sumber daya alam yang
terdapat di dalam air
e) Hukum kesanggupan atas kekuasaan dan unsur-unsur di luar angkasa tidak
mengatur hak atas hak tersebut.’

Pembahasan kedudukan hukum agraria dalam sistem hukum di Indonesia
tidak dapat di pisahkan dengan ciri-ciri dari sistem hukum itu sendiri, dimana
sistem hukum bisa diklasifikasikan atau dibagi menurut kriteria-kriteria
tertentu. Menurut klasifikasi fungsi hukum ini dibedakan menjadi lex generalis
dan lex spesialis dari perspektif hukum. Sistem hukum klasik ini kemudian
memisahkan hukum menjadi hukum perdata dan hukum privat, dimana kedua
hukum ini mengalami perkembangan dengan semakin meningkatnya campur

tangan penguasa dalam hukum perdata.’

5 Ibid., hlm, 8.
¢ Samun Ismaya. Pengantar Hukum Agraria, Y ogyakarya: Graha [lmu, 2011, him.8



UUPA dan peraturan pelaksanaannya terutama mengatur tentang barang
tidak bergerak, yang menjadi dasar pendekatan hukum perdata untuk
menyelesaikan sengketa tanah. Pendekatan penyelesaian sengketa di
pengadilan adalah dengan meninggikan hak seseorang yang haknya dibebani,
mengembalikan suasana seperti kondisi awal. Kedamaian dan ketentraman
dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan selalu ada, sejak adanya hukum
acara perdata, individu dapat menuntut kembali hak-hak yang dilanggar di
pengadilan.

Sengketa tanah, konflik tanah, dan gugatan tanah adalah istilah yang
digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa pertanahan pada
hakekatnya adalah perselisihan pertanahan antara orang, organisasi, atau badan
hukum lainnya yang tidak menimbulkan akibat sosial politik yang berarti.
Sedangkan konflik pertanahan adalah perselisihan tentang pertanahan antara
orang, kelompok, badan hukum, atau organisasi yang telah menimbulkan
dampak sosial politik yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kasus
pertanahan, yaitu sengketa tanah yang penyelesaiannya dilakukan oleh
pengadilan atau putusan pengadilan yang perselisihannya diajukan ke BPN
Republik Indonesia.’

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan pembangunan, dan
perluasan akses yang terus berlangsung bagi berbagai pihak yang membeli
properti sebagai modal dengan berbagai alasan, Sengketa tanah terjalin

dikarenakan tanah memiliki peran yang amat berarti untuk golongan warga

7 Komite I DPD RI,Politik Hukum Agraria, 2014, hm 32.



yang bisa meyakinkan kebebasan. Untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-
besarnya bagi rakyat, tanah merupakan modal dasar dalam rangka keutuhan
negara.® Mengenai permasalahan tanah seperti kerusakan tanah, permasalahan
tanah yang lain seperti batasan atau ciri pemilikan tanah, permasalahan tanah
ini bisa jadi permasalahan hukum yang sesungguhnya, dimana keadilan butuh
ditegakkan.’

Berhubungan dengan penanganan permasalahan pertanahan, pemerintah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada aspek pertanahan yaitu
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Jaminan hukum hak atas tanah di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud karena Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang atau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan. Tampaknya konflik hukum itu berawal dari gugatan terhadap
penegasan hak atas tanah atas status, prioritas, atau pemilik tanah dengan
harapan mendapatkan tindakan administratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya UUPA ini
merupakan suatu inovasi dalam menjamin kesamarataan serta kejelasan hukum,
kedisiplinan, serta keselamatan warga Negeri Kesatuan Republik Indonesia

berhubungan dengan ketentuan pertanahan yang berlaku.

8 Sri Mahardika, dkk, “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non
Litigasi”, Jurnal Rechten, Vol.4 No. 1,2020, hlm. 13

° G. Kartasapoetra, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah,
Jakarta: PT Melton Putra, 1991, him. 58

10 Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk, Op. Cit.,hlm, 156.



Terdapat pula sertipikat ganda yakni sebidang tanah dengan banyak
sertifikat dalam bidang yang sama. Kekeliruan hukum bagi para pihak yang
memiliki hak milik dapat timbul dari sebidang tanah yang memiliki beberapa
sertipikat, yang sebenarnya sangat tidak dikehendaki dalam pendaftaran tanah
di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia terjadi kasus sertifikat ganda
yang mengakibatkan para pemegang sertifikat tanah saling tuduh satu sama lain
mengenai sertifikat yang dimilikinya mengingat salah satu sertifikat ganda
tersebut adalah palsu atau yang dimaksud bukan sertifikat sebenarnya. Bahkan,
salah satu pemegang sertifikat ganda melapor ke Badan Pertanahan Nasional
untuk bertindak sebagai lembaga pemegang hak atas tanah agar mendapatkan
kejelasan hukum atas sertifikat hak atas tanah.

Apabila dengan cara pembuktian Badan Pertanahan Nasional tidak dapat
memberikan titik terang, maka kewenangan pembuktian beberapa sertipikat hak
atas tanah kemudian dialihkan ke pada kewenangan Pengadilan yang diyakini
dapat memberikan kejelasan hukum kepada pemegang hak dan menghapus
salah satu sertifikat sehingga cuma satu sertipikat yang legal sehingga dapat
memperoleh kejelasan hukum mengenai sertipikat hak atas tanah, salah satu
diantara pemegang sertipikat ganda itu melaksanakan aduan pada Badan
Pertanahan Nasional selaku instansi yang berperan pada aspek pertanahan.

Bersumber pada uraian di atas sepatutnya permasalahan sertipikat ganda
tidak diharapkan terjadi disebabkan tidak bisa terdapat 2 (dua) sertipikat dalam
satu tanah tanah. Dengan adanya sengketa tanah sertipikat ganda yang

menyebabkan dibutuhkannya penanganan yang mengaitkan lembaga-lembaga



yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga-
lembaga peradilan yang berfungsi melakukan pengawasan dengan cara yuridis
serta menyelesaikan masalah permasalahan tanah bersertipikat ganda di
Pengadilan.

Bahwa kenyataannya yang ada dalam masyarakat tidak sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan dalam hukum. Dengan demikian mengenai
masalahan pertanahan berbagai bentuk permasalahan lahan dapat dijumpai
hampir di setiap wilayah Indonesia dan seringkali berdampak negatif terhadap
faktor-faktor lain, sertipikat yang berbeda merupakan salah satu masalah. Ada
beberapa sertifikasi untuk bidang yang sama, dengan kata lain Kantor
Pertanahan telah menerbitkan banyak sertipikat untuk sebidang tanah yang
sama, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan bidang tanah baik
seluruhnya maupun sebagian dengan informasi yang berbeda satu sama lain.

Apabila dilakukan pengukuran atau penelitian lapangan, Pemohon dengan
sengaja atau tidak sengaja menunjukkan salah letak tanah dan batas-batasnya,
ada surat bukti atau pengakuan hak tetapi setelah dibuktikan ternyata palsu,
dipalsukan, atau tidak berlaku lagi, mengenai hal tersebut yang menyebabkan
terjadinya sertifikat hak milik ganda, tidak adanya peta pendaftaran tanah untuk
wilayah yang bersangkutan serta ketidaktepatan dan ketelitian dalam
pemeriksaan permohonan sertifikat. Namun dapat juga terjadi karena faktor -
faktor dari pemohon itu sendiri, perangkat desa seperti kepala desa serta

aparatur pertanahan yang kurang memiliki pemahaman dan kemampuan



dibidang pengukuran tanah.!! Dalam direktori putusan perdata terkait sengketa
tanah bersertipikat ganda, dalam Pengadilan Tinggi Palembang telah terjadi 2
kasus sengketa tanah sertipikat ganda pada tahun 2014 dan 2021, dalam
Pengadilan Negeri Palembang telah terjadi kasus sengketa tanah sertipikat
ganda pada tahun 2013, 2014 dan 2021.

Berdasarkan mengenai uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik
untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah sertipikat ganda
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya,
dengan peraturan yang digunakan Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di
Kantor Wilayah Kementrian ATR (Agraria Tata Ruang) / Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan di atas, maka
masalah yang akan menjadi pokok bahasan dapat dirumuskan:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sertipikat tanah ganda?

2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian

sengketa tanah bersertipikat ganda?

' Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan
dan Materi Ceramah, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm 1.



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian yang

dipaparkan dalam penelitian ini:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab
terjadinya sertipikat tanah ganda

Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta upaya Badan
Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sertipikat ganda
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan

dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Dapat menjelaskan berbagai jenis sengketa pertanahan dan bagaimana

Badan Pertanahan Nasional menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan

Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
penulis tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya
sertifikat ganda dalam bentuk hasil penelitian.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dapat

membantu mahasiswa memahami bagaimana Badan Pertanahan
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Nasional Kota Palembang menyelesaikan sengketa pertanahan
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan dibatasi pada hukum perdata berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan dengan memahami faktor penyebab terjadinya sertifikat tanah
ganda serta peran dan upaya kementerian ATR BPN dalam menyelesaikan
permasalahan sertifikat ganda.
F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah pertahanan status dan martabat serta
pengakuan hak-hak dasar mereka yang tunduk pada kewajiban peradilan
berdasarkan keputusan hukum yang sewenang-wenang atau sebagai
seperangkat aturan atau peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah satu
hal mengarah ke yang lain. 1
“Muchsin” mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala sesuatu

yang menawarkan perlindungan kepada individu di bawah hukum dengan

12 Sayyid Muhammad Z. A, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.
PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, Jurnal Lex Suprema,
Vol. 21,2020, him. 364
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menegakkan aturan dan peraturan yang relevan dengan konsekuensi.

Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a)

b)

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diserahkan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau waktu sebelum
kejahatan itu terjadi. Pembahasan ini dicakup dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan
memberikan panduan atau batasan untuk memenuhi komitmen.
Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini dilaksanakan ketika timbul perselisihan atau
tindak pidana, maka diberikan perlindungan hukum represif berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Selanjutnya Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan mengenai sarana

perlindungan hukum preventif dan hukum represif yang terdiri dari dua

macam yaitu:

a)

Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam sarana perlindungan hukum ini subyek hukum diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar mereka
sebelum keputusan oleh pihak berwenang mengambil bentuk akhir di
bawah perlindungan hukum preventif. Menghindari konflik merupakan
tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif ini. Perlindungan
hukum preventif ini memiliki fungsi penting karena berlandaskan

dengan kehati-hatian dalam mengutip pilihan-pilihan yang diambil
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berdasarkan ketentuan karena adanya perlindungan hukum yang
melindungi penguasa. Perlindungan hukum preventif ini tidak diatur
secara khusus di Indonesia.
b) Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif mempunyai misi untuk menuntaskan
sengketa. Pada penindakan perlindungan hukum oleh Pengadilan
Umum serta Pengadilan Administrasi di Indonesia tercantum jenis
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum kepada
pemerintah bertumpu serta berasal dari rancangan mengenai pengakuan
serta perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dikarenakan sejarah
dari barat, lahirnya rancangan mengenai pengakuan serta proteksi
kepada hak asas orang ditunjukan pada pemisahan serta penaruhan
peranan warga serta pemerintah. Prinsip yang kedua ialah melandasi
perlindungani hukum kepada tindakan pemerintah yaitu prinsip negara
hukum. Berhubungan dengan pengakuan serta perlindungan terhadap
hak asasi manusia menemukan tempat utama serta bisa berhubungan
dengan tujuan dari negara hukum!3
2. Teori Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukun

Dengan metode inti dan arti penguatan hukum ada pada kegiatan
menyerasikan jalinan nilai-angka yang terjabarkan di dalam kaidah dan

aksi yang berlaku seperti lapisan pemaparan nilai untuk menciptakan

13 Ibid., hlm 365-366.
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dan melindungi kenyamanan pergaulan hidup. Pada dasarnya hukum

berfungsi sebagai perlindungan untuk keinginan orang, penguatan

hukum yaitu suatu usaha untuk menciptakan buah pikiran yang terdiri

dari kesamarataan, kejelasan hukum dan kemanfaatan itu menjadi

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

diperhatikan yaitu:

1)

2)

3)

Kepastian Hukum (Rechtsicherheit)

Kepastian hukum yakni pembelaan hak sewenang-wenang
Masyarakat menginginkan kejelasan hukum karena akan membuat
masyarakat lebih tertib, dan hukum dituntut untuk menegakkan
kejelasan hukum karena berupaya menjaga ketertiban umum. Hal
ini mempunyai arti jika seseorang akan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Masyarakat memberlakukan undang-undang atau menegakkannya.
Karena hukum dibuat untuk orang, setiap penerapan atau
penegakannya harus menguntungkan atau melayani kepentingan
masyarakat.

Keadilan (Gerechtigkeit)

Penegakan dan pelaksanaan hukum harus tidak memihak. Keadilan
dan hukum bukanlah hal yang sama, hukum bersifat universal dan
berlaku untuk semua orang. Keadilan bersifat individual,

subyektif, dan tidak umum. Bahwa persoalan besar yang dihadapi
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penegakan hukum sebenarnya berkaitan dengan variabel-variabel

yang dapat mempengaruhinya. Elemen-elemen tersebut tercantum

di bawah ini:

a. Hukum itu sendiri adalah unsur hukum.

b. Pihak pembuat hukum dan penegak hukum, atau mereka yang
bertugas menegakkan hukum.

c. Komponen infrastruktur atau struktur yang membantu
penegakan hukum.

d. Keadaan setempat, yaitu keadaan di mana peraturan perundang-
undangan itu berlaku atau berlaku.

e. Aspek budaya, yaitu sebagai hasil cipta, rasa, dan jerih payah
manusia dalam situasi sosial. Kelima unsur tersebut, yang saling
berhubungan, merupakan inti dari penegakan hukum dan
menjadi tolak ukur keberhasilannya. !4

3. Teori Peran
Menurut SoerjoSoekanto pengertian peran merupakan aspek yang
dinamis dari adanya sebuah status jika seseorang melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dari itu ia menjalankan
suatu peran. Pada hakikatnya peran juga dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian perilaku tertentu yang dapat timbul oleh suatu jabatan. Suatu

kepribadian orang juga mempengaruhi bagaimana orang itu

4 Julianus Mangampa, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”,
Tesis, 2020, hlm 24.
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menjalankan peran tersebut, peran yang dimainkan pada dasarnya tidak
ada perbedaan baik yang dimainkan maupun yang diperankan pimpinan
tingkat atas, menengah maupun bahwa akan memiliki peran yang sama.
Peran merupakan suatu komponen teratur yang disebabkan karena
adanya suatu jabatan manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung
hidup berkelompok.

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi sebuah interaksi antar
anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan
akan munculah apa yang dinamakan dengan peran. Apabila sesorang
yang menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka orang itu sudah menjalankan peranannya. !>

4. Teori Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:
a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

“Suyud Margono” beranggapan kalau litigasi merupakan tuntutan

ataupun suatu konflik dalam mengambil alih perselisihan yang

sebetulnya dimana para pihak membagikan pada seseorang
pengumpulan ketetapan mengenai 2 (dua) opsi yang berlawanan.

Metode dengan cara litigasi lebih berkarakter resmi serta teknis.

b) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

15 Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.
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Cara penyelesaian sengketa alternatif, seperti yang tercantum dalam
Pasal 1 Angka (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah ada untuk menyelesaikan
sengketa tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian masalah tanpa
menggunakan litigasi secara signifikan lebih efektif dan efisien.
Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan beberapa metode
penyelesaian diluar pengadilan yaitu itu diantaranya:
1) Arbitrase
Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
dapat diartikan dengan perbedaan pendapat tidak dapat
diselesaikan melalui negosiasi, konsultasi, atau keterlibatan pihak
ketiga, arbitrasi digunakan untuk mencegah hal tersebut terjadi
sejak awal untuk menghindari pergi ke pengadilan.
2) Mediasi'®
Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah

untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan

16 M. Irfan Syafrijal R, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas tanah
Bersertipikat Ganda, Skripsi”, 2018, him. 10
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mediator, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 Yang Mengatur Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan.
3) Negoisasi
Setiap orang terlibat dalam negosiasi secara teratur melalui
pertemuan di tempat kerja, di rumah, di sekolah, dan di tempat lain.
Pada kenyataannya, negosiasi termasuk tukar menukar untuk
mendapatkan sesuatu dari satu sama lain. Tujuan dari negoisasi ini
adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah.!”.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah prosedur penyelesaian konflik alternatif yang
menggabungkan satu atau lebih pihak ketiga dan menetapkan
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan
secara profesional. '®
G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan tahapan yang dianggap efektif dan efesien
dan pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan
menganalisis data dalam menjawab permasalahan. Selain itu, metode
penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dan
sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat di

pertanggungjawabkan

17 Candra Irawan, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia,
Bandung: CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 7
18 Nyoman Satyayudha D, dkk, Penyelesaian Sengketa Alternatif, 2017, hlm 114,
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1. Jenis Penelitian!”

Jenis penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini menggunakan
metodologi yang menggabungkan penelitian hukum normatif (normative
yuridis) dan penelitian hukum empiris.

1) Pendekatan Perundang-undangan
Metode undang-undang memerlukan penyelidikan, pemeriksaan, dan
evaluasi berbagai ketentuan hukum, atau semua undang-undang dan
peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki.?°

2) Pendekatan Kasus
Metode kasus ini dikembangkan sebagai konsekuensi dari diskusi dengan
orang-orang yang terlibat dalam masalah hukum yang diteliti.?!

3) Pendekatan Sosiologi Hukum
Efisiensi hukum dalam masyarakat diperiksa dengan menggunakan teknik
ini dari sosiologi hukum. 22

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diteliti penulis yaitu Badan Pertanahan
Nasional Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21

!9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosda
Karya, 2005, hlm. 5

20 Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 164.

2! Joenadi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta:
Kencana, 2016, hlm 145.

22 Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 152.
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Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai
pendukung penelitian normatif penulis.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Melakukan kajian literatur untuk mengumpulkan data sekunder dan

tersier dari internet, perpustakaan, dan sumber lainnya.
2) Penelitian lapangan dengan menggunakan petunjuk wawancara
terstruktur untuk mengumpulkan data primer

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode analisis data.
data kualitatif, atau informasi yang tidak hanya berasal dari statistik tetapi juga
dari catatan tertulis dan lisan, serta dari wawancara. Wawancara lapangan
langsung menghasilkan data yang selanjutnya diolah oleh peneliti dan diteliti
dengan memodifikasi masalah yang diteliti.
5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan cara induktif. Penulis memperoleh
fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang
diperoleh tersebut dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Penelitian yang

dilakukan akan diolah, dievaluasi, dan dibuat kesimpulan yang bersifat umum.
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